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TENTANG
PEIIETAPAN NOMENKLATT]R SEKOLAE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBT'DAYAAN

Me[imbary : a.

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

bahwa detrgatr ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor

76 Tahun 2017 Tentang Pembeatukan Organisasi darl Tata Keda Udt
Pelaksanan Teknis Daerah Pada Din,. di Lingkungan Pemerintah

Kabupatcn Lima Puluh Kota menyebabkan porubahan Nometrklatur

sekolah;

bahua berdasarkan pertimbangan sebagaimaoa dimaksud hurufa di atas

dipandang perlu Eeuata kembali dan membuat suatu keputusart untuk

menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Putuh Kota

dengao Keputusan Kepata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Uadang-Undang Nomor 12 Tahun i956 Tentarg Pembenhrkan

Daenh Otonom Kabupaten dalam Lingkuagan Propinsi

SumateraTengah ( IinbaraD Negara Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 T€ltatrg Sistem Pendidikan

N+ional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomo,

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Unda[g-UndaDg Nomor 12 Tahuu 2011 Tentang PeBbuata! PeBturan

dan Perundang-uadangaa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahar Lembarau Negara Republik IndoDesia

Nonor 5243);

Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 Tentang Pemorintahan Daemh

(Lembaran Negan Republik Iadonesia Tahua 2014 Nomor 244,

Tambahan Irmbano Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

tetah dua kali diubah, tenkhir dengan Uadang-Undang

Nomor 9 tahutr 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Uodang

Nomor 23 Tahun 2014 Tenbrg Pemerinrahan Daerah (Lemberao

Negam Republik hdonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 'l

l.
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan ( L€mbam Negara Republik bdonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambaha! Lembarao Negan Republik Indonesia Nomor

s601);

6. PeBturan Pemerhlah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan (,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

4l TaEbahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah bebcrapa kali dirubah temkhir dengan Peraturan

Peorerintah Nomor 13 Tahun 2015 TeotaDg Peruba.haa kedua atas

peraturan pemeriDtah Nomor 19 tahrm 2005 tentang Stadar NasioDal

Perdidikan (l€mbaral Negara Republik Indonasia Tahun 2015 Nomor

45, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670);

7. Peratuatr Pemedntah Nomor 17 Tahut 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelergga.raan Pendidikan (Lembamn negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23 Tambahar Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomfi 5105) sebagai mam telah dirubah deogan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Talun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 5 I 57);

8, PeEturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pembentukan dao Klasifikasi Cabaog Dinas datr UDit

Pelaksam Teknis Daerah;

9. Peratulan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentarg

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sena tata keda

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51):

10. Peraturatr Bupati Lima Puluh Kota Nomor ?6 Tahun 2017 TeDtary

Pembentukan Olganisasi dan Tata Koda Uuit Polaksana Teknis Daerah

Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kora Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Nama dan Nomor, NSS, MS, datr NPSN Tamar Kanak-Kanak Negeri

terdapat dalam lampirao I Keputusan ini.

Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti

terdapat dalam lampiran 2 KeputusaD ini.

Nana dan Nomor, NSS, MS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama

Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusar itri.
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Deoga! ditetapkamyB Keputusa! ini maka oalra dan nomor sekolah

s€rta NSS dan MS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menugaskan kepada Kepala Tamau Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah

Dasar Negeri dan Kepala Sekolah MeDetrgah Pqtama Neged ulrtuk

melalrukan perubaban nama dalr nomor sekolall Nomor Statistik Sekolah

(NSS) dan Nomor Identitas Sekotah ( MS ) seperti ,l"lern Lsmpiran I,
Lampinn 2, dan Lampinn 3 Suat Keputusstr ini, dan papao nama

sekolal! kop surat serta cap/stempel seperti dafam hmpiran 4,lamtimn 5

dan larnpiran 6 Surat Keputusan ini,

Keputusan ini mulai berlaku paliag lambat 6 (eaan) bulan sejak 
. 

"ggel di

totspkaD- Apabila dikemudian had terdapat kskeliruan d,t,h peBetaFn id
maka diad.len perbaikan menurut semestinya-
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